
BUPATI MUSI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR IDI TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman

Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi

dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (lembaran Negara RI Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan lembaran Negata Rl Nomor

1821);

Undang-UndangNomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (L€mbararr Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (L€mbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l€mbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5494);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambatran l.€mbaran

Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubatran Kedua

Atas Undeng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (lembararr Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, ?ambahan L€mbaran Negara

Republik IndonesiaNomor 5887) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018

tentang Pembentukan Unit Keda Pengadaan

Barang/Jasa dilingkungan Pemerintai Daerah ProYinsi

dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2018 Nomor 1543);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018

tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Stardar

Kompctensi Staf Ahli Kepala Daerah ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2ol8 Nomor 162);

5.

6.

7.

8. Peraturart Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupat€n/Kota (Bcrita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97O);

9. Peraturan Daerah Nomor loTahun 2OL6

tentaflgPembentukar dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Musi Rawas (Iembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1O);

10. Peratuan Bupati Nomor 13 Tahun 2ol7 tentang

Susunan Organisasi, 'I\:gas dan Fungsi Sekretsriat

Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 13);



11. Surat Rekomendasi Gubernur Sumat€ra Sclatan Nomor

6t l283,5lvlt 12019 tanggal 31 oktober 2019 perihal

Penataan Organisasi unit Kerja sekretariat Daerah.

MEMLTruSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPAT! TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

MUSI RAWAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasd I

Datam Pcraturan BuPati ini yang dimaksud dengan:

l. I(abupaten adalah KabuPaten Musi Rarras'

2. Femerintah l(abupaten ad,alah Ferncrintah l(abupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Sckrctariat Daerah yang sclanjutnya disingkat sEmA

adalah Sckretariat Daerah l(abupaten Muei Rax,as.

5. Staf Ahli Bupati yang sclanjutnya discbut Staf Ahli adalah

unsur p€mbantu Bupati yang mempunyai tu8as

memberikan rckomendasi trrhadap isu-isu Etrat€8is

kepada Bupeti scsuai dengan keahliannya.

6, Asistcn adalah Asist€n pada Sekretariet Daerah

I(abupaten Musi Rawas.

7. Bagian adalah Bagisn pada Sekretariat Dacrah Kabupatcn

Musi Rawas.

8. Sub@ian "dalah Subbagian pada Bagian di Lingkungan

S€lcetariat Daerah l(abupaten Musi Rawa8.

9. Kclompok Jabatan Fungsionsl sdclqh lGlomPok Jabatan

Fungsional di Lingkungan Sckretariat Daereh lkbupaten

Musi Rawa8.

10. Badan Usaha Milk Daerah yang selanjutnya diEingkat

BUMD adalah Badan Ueaha Milik Dacrah KabuPAten Musi

Rawas.
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(1)

1 1. Badan layanan Umum Daerah yang eelanjutnya disingkat

BLUD adal,ah Badan Layanan Umum Daerah Kabupatcn

Musi Rswas.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Sclsctariat Daerah tcrdiri atas

Sekretaris Daerah, AaiEten, masing-masing Asisten

membawahkan Bagian-bagian, dan masing-maaing

Bagian membas,ahkan Subbaaian-subbagian.

IGlompok Jabatan Fungsional dan

Suaunan Organisasi Sclsctariat Dacrah sebagaimana

dimaksud pa.da ayat (l) dan ayat (2) scbagafuDna

tcrcantum dalq'Yl Lampiran Feraturan Bupati ini'

Pasal 3

(1) Scknetaris Dacrah sebagaimana dimaksud dalaa Pasd 2

ay&t (1), membawahkan ABiste[-Asi8ten.

(2) Asisten sebagEi rena dimakeud dalam Pasel 2 ayat (f),

tcrdiri:

a. Asisten Fcmerintahan dan Kcsejahteraan RaLyat;

b. Asisten Perekonomiandan Femban8unan; dan

c. Asisten Administra8i UmuE.

(3) Masing-masing Asisrcn scbagaimana dimakeud pada ayat

(1), t rdid:

a. Asiaten Pemerintahan dan lGscjahteraan Rabat,

membawahksn :

1) Bagian Tata Pcmerintahan dan lGrjasama,

membawah&an :

a) Subbagian Adminietrasi Pemerintahan dan

Otonomi Daerah;

b) Subbagian Adminietraei Kewilayahan; dan

c) Subbagian K€rjasama.
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2) Bagian Kesejahteraan Ralryat, membawahkan:

a) Subbagian Bina Mental Spiritual;

b) Subbagian Kescjahteraan sosial; dan

c) Subbegian Kesejahtcraan Masyarakat.

3) Bagian Hukum, membawahkan :

a) SubbagianPerundang-undangan;

b) Subbagian Fasilitasi dsn Bantuen Hukumi

dan

c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi

Hulmm.

Ashtcn Perekonomian

membawahkan :

1) Bagian Perekonomian

dan Pembangunan,

dan Sumbcr Daya Alam,

o

membawahkan :

a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;

b) Subbagian Perekonomian; dan

c) Subbagian Sumber Daya Alarn.

2) Bagian Administrasi FembarUunan,

membawahkan:

a) Subbagisn Penyusunan Progran;

b) Subbagian Pengendalian Pnogram; dan

c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

3) Bagian Fengadaan Barang dan Jasa,

membawahkan :

a) Subbagian Fengololaan Pengadaan Barang dan
jasa;

b) Subbagian Fengelolaan layanan Pengadaan

sccara Elehronik; dan

c) Subbagian Pembinasn dan Advokasi

PengBdaan Barang dan Jasa.

c. Asisten AdministraBi Umum, membawahkan :

U Bagian Umum, membawahkan :

a) Subbagian Tate Useha Pimpinan, Staf Ahli,
dan Kcpegawaian;

b) Subbagian Perlcngkapan; dan

c) SubbaAian Rumah Tensg;a.

2) Bagian Organisasi, membawahkan :

a) Subbagian Kelcmbagaan dan Analisb Jabatan;



b) Subbagian PeLayanan Publik dan Tata

Ial<sana; dan

c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birolcasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,

membawahkan :

a) Subbagian Protokol;

b) Subbasian Komunilesi Pimpinan; dan

c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan,

mcmbawahkan :

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan; dan

c) SubbeAianPelaporan.

Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (f) berada di
ba\r,ah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian dipimpin oleh lGpala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten.

Subbegian dipimpin oleh Kepale Subbagian yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BagisLn.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Icdudukan S€kretariat Daerah

Pasal 4

(f) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekr,etaris Daerah dan

bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Sel(retariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupeti
dalam pen5msunan kebilakan dan pengoordinasian

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah serta pclayanan administratif.

Pasal 5

Sckretariat Daerah dalam mclaksanakal tugas scbagairnana

dimsksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebiialan daerah;

4l
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b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;

c. pemantaual dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daera}l;

d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil

negara pada instansi daeral; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Asisten Pemerintahal dan Kesejahteraan Ralq/at

Pasal 6

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralq/at mempunyai

tugas membantu Selqetaris Daerah dalam penlrusunan

kebijakan daerah, melaksanakan pcmantauan dan evaluasi di

bidang pemerintahan, hukum, kerjasama dan kesejahteraan

rakyat serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah yang menangaai bidang pengawasan, tugas

pembantuan, ketenteraman dan ketertibar, sosial, kesehatan,

pendidikan, perlindungan maayarakat, penanggulangan

bencana, kependudukan, ketenagakerjaan, transmigrasi,

pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, serta pemberdayaan

masyarakat.

Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Keseja-hteraan Rakyat dalam

mela-ksarrakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

mel.iputi Inspektorat, Perumahan Ralryat, Kawasan

Permukiman, Pertalahan, Ketentraman dan Ketertiban

Umum, Perlindungan Masyarakat, Tenaga Ke{a,

Transmigrasi, Administrasi Kependudukan, Pencatatan

Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa,

Kelurahan, Kecsmatan, Sosial, Kesehatan, Pendidikandan

Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. penyusunar kebijakan daerah di bidang tata
pemerintalal, hukum dan keda samai

'I

I I rtt" i



c.

d.

e,

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang

kesej ahteraan ralryat;

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;

p€mantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang tata pemerintahan, hukum dan ke{a sama;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijalan daerah

terkait pencapaian tujuan kebiiakan, dampak yang tidak

diinginl€n, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebiial€n di bidang kesra;

pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkar Sekretaris Daeralr

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama

Pasal 8

Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama dipimpin oleh

Kepala Bagian, mempunyai tugas melaksanakar penlnapan

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebilakan daerah, pelalsaaa,an pembinaan administrasi di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan,

kerja sama dan otonomi daerah.

Pasal 9

Baglan Tata Pemerintahan dan Kerjasama dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang

administrasi pemerintaha-n, administrasi kewilayahan,

kerja sama dan otonomi daerah;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi

kewilayahaa, kerja sama dan otonomi daerah;

'l



d.

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan,

administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan,

administrasi kewilayahan, keia sama dan otonomi daerah;

penyiapan bahan pelakeanaan pembinaan administrasi di

bidaag administrasi pemerintahan, administrasi

kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Pemerintahan dan Kesra yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 10

(1) Subbagian AdminiBtrasi Pemerintahan dan Otonomi

Daerah dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai

tugas :

a. menyiapkan bahan pelaksaaaan kebijakan daerah

bidang administrasi pemerintahan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah

dibidang administrasi pemerintahan;

menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan

tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil,

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat;

memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;

menyiapkan balnn pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebljakan daerah bidang administrasi

pemerint€han;

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi bidang

pemerintslan;

menyusun bahan laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD);

menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (ILPPD);

d.

e,

c.

f.

h.

c.
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i. melaksanakan fasilitasi Penlrusunan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Organisasi Perangkat

J.

k.

Daerah;

melsksanakan fasilitasi dall koordinasi proses

pengr.rsulan, pengangkatan dan pemberhentian

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

memfasilitasi pengusulan lzin dan Cuti Kepala

Daerah dan wakil Kepala Daerah;

men5rusun bahan Le.poran Akhir Masa Jabatan (AMJ)

Kepala Daerah;

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan

pelaksanaan Pemilihan Umum;

melaksalakal fasilitasi darr koordinasi proses

administrasi pergantian antar walhr pimpinan dart

anggota legislatif;

o. melaksanakan pemantauan dan eva.luasi pelaksanaan

kebiiakan daerah bidang otonomi daerah;

p. metaksanakan tugas lain yang diberikan Kepsla

Bagisn Tata Pemerintahan sesuai dengan tugasnya.

(2) Subbagian Administrasi Kewilayahan dipimpin oleh

Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan,

penghapusan, penggabungan dan pemekaraa wilayah

kecamatan dan/atau kelurahan;

melalsanal<an koordinasi penegasan batas daerah,

kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau

pemindahan ibukota kecamatan;

meLaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan

wilayah;

menyiapkan bahan penetapan kode dajl data

kewilayahan;

melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam

rangka penanganan batas wilayah;

memfasilitasi konfl ik-konllik di wilayah perbatasan;

menlrusun bahan kebijaksn pelimpahan sebagian

kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;

menJrusun bahan kebijakan pengelolaan dana

kelurahan;

m.

n.

b.

d.

e.

f.

g.

,
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i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah bidalg administrasi kewilayahan;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Bagian Tata. Pemerintahan sesuai dengan tugasnya.

(3) Subbagian Kerjasama dipimpin oleh Kepala Subbagian,

mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan petaksanaan perumusan

kebijakan di bidang kerja sama dalam negeri dan luar

negeri ;
b. melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah

dalam negeri dan luar negeri;

c. melaksanatan pengendalian dan perumusan data

hasil kerja sama daeratr dalam negeri dan luar negeri;

melaksanalGn fasilitasi forum dan asosiasi

Pemerintah Daerah;

melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama

daerah dalam negeri dan luar negeri yang dilakukan

oleh Perangkat Daerah di lingkungan p€merint h
kabupaten/ kota;

melaksanaan penJrusunan laporan hasil pelaksanaan

kerja sama daerah dalam negeri dan luar negeri;

menyusun bahan kebljakan dan koordinasi

penyelesaian scngketa atau konflik pertanahan;

mel,aksanakan tugae lain yang diberikan Kepala

Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasarna sesuai

dengan tugasnya.

e.

f.

h.

g'

Parugrat 2

Bagian Kesejahteraan Raliqf at
Pasal I 1

Bagian Kesejahteraa-n Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian,

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, pem8rttauan dan evaluaai

p€laksanaan kebijakan daeral di bidarg keagamaan,

kesejahteraal sosial dan kesejahteraan masyarakat.
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Pasal 12

Bagian Kesejahteraan Ralryat dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggaralan

fungsi:

a. penlapan bahan pengoordinasial perumusan kebljakan

daerah di bidang keagamaan, keseja-hteraan sosial dan

kesejahteraan masyarakat;

b. penyrapan bahan pengoordinasian pelaksaaaan tugas

Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan

sosial dan kesejahteraan masyarakat;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksaaaan

kebijakan daerah;

d. terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraart

sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan

d. pelakeaaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan

denga-n tugasnya.

Pasal 13

(1) Subbagian Bina Mental Spirituat dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mempunyai tugas :

a. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan ya.rtg

berhubungal dengan sarana peribadatan, sarana

pendidikaa agama dan pendidikan keagamaan:

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan inst rlsi terkait

dalam rangka pengembangan sarana peribadatan,

sarana pendidikan agama dsn pendidikan

keagamaan;

d. menyiapkan bahan penlrusunan petunjuk

pelaksaaa,an di bidang Barana peribadatan, aarana

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;

r
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c.

e.

f.

J.

h.

t.

menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan

di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan

agama dan pendidikan keagamaan;

menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan

meLakukan perumusan kebljakan daerah bidang

lembaga dan kerukunan keagamaan;

menyiapkan dal mengoordinasikan bahan pedoman

pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat

beragama;

meLakukan pembinaa-n, fasilitasi dan pengembangal

kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan

umat beragama;

menlapkan bahan pengolatran data, sarart,

pertimbangan serta koordinasi kegiatan dan

pen5rusunan laporan program pembinaan umat

beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan;

melakukan koordinasi lintas sektor dan

pertemuar/rapat-rapat koordinasi di bidang

kerukunan umat beragama dan serta kerja sama

antar lembaga keagamaan;

memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan

kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta

kerja sama antar lembaga keagamaan;

l. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan

musyawarah antEr umat beragama dan aliran

kepercayaan;

menyiapkan bahal dan mengoordinasikan kegiatan

forum kerukunan umat b€ragama daJl konsultasi

kerukunan hidup antar umat beragama darl aliran

kepercayaan;

melakukan koordinasi kerja ssma sosial

kemasyarakatan dan konsultasi penanggulsrgan

secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup

antar umat beragama darl aliran kepercayaal;

melakukan evaluasi peLaksanaal kegiatan kerukunan

umat beragama dan aliran keperca5raan;

k.

m.

n.

o.

I
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p. menyiapkan bahan, dan meLakukan pemantauan dan

evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan

kerukunan keagamaan; dan

q. melaksanakan tuggs lain yang diberikan Kepela

Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan

tugasnya.

Subbagian Kescjahtcraan Sosial di pimpin oleh lGpala

Subbagian, mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perurtusan

kebijal€n pemerintah daerah di bidang sosial,

transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,

perlindungian anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

b. menyiapkan bahan pengpordinasian pelaksansan

kebiiakan pemerintah daerah di bidang smial,

transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

keluarga berencana;

c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah

di bidang sosial, transmigrasi, keschatan,

pemberdayaan per€mpuan, perlindungan anak,

pcngendalian pendudukdan keluarga berencana;

d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi

penyelenggaraan urt.ean pemerintahan bidang sosial,

transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan percmpuan,

perlindungan anak, pengendalian pcnduduk dan

keluarga berencana;

e. menyiapkan bahan penyuluhan dan soeialisaei

program transmigrasi kepada masyarakat;

f. menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah

penempatan transmigrasi;

g. menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan

scrta fasilitasi perpindahan transmigrasi;

h. melakukan eeleksi dan pelatihan c€lon transmigran;

o
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melakukan pcmberangkatan dan pengawalan calon

transmigran dari daerah asal ke transito l(abupaten,

Provinsi dan lokasi transmigra.si;

menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan

bantuan sosial kepada Badan/kmbaga, Orrras,

kclompok masyarakat dan individu atau keluarga;

menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan hibah den bsntuen sosial

kepada Badan/Lcmbaga, Ormas, kelompok

masyara.kat dan individu atau keluarga; dan

L melaksanakan tugas lain yang diberilGn Kepala

Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan

tugasnya.

(3) Subbagian Kescjahteraan Masyaralet dipimpin oleh

Kepafa Subbagian, mempunyai tugas :

a- menyiapkan bahan pengoordinasian penrmusan

kebijaf<an pemerintah daerah di bidang kepernudaan

dan olahraga, dan bidang pariwisata;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan

kebijalGn pemerintah di bidang kepemudaan dan

olahraga, dan bidang pariwisata;

c. menyiapkan behan monitoring, evaluasi dan

pelaporan peleksanear keblalGn pemerintah daerah

di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang

pariwisata;

d. menyispkan bahan pelayanan administrasi

penyelenggaraan uruaan pemerintahan bidang

lrepemudaan dan olahraga, pariwisata dan

kemasyarakatan l,ainnya; dan

e. melaksanakan tugas lain yang dibcrikan Kepqla

Bagian Kesejahteraan Rslqat sesuai dengan

tugasnya.

J.
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Paragraf 3

Bagian Hukum

Paeal 14

Bagian Hukum dipimpin oleh lGpala Bagian, mcmpunyai

tugas melaksanakan pcnyiapan perunuaan kebiiakan daerah,

pengoordinaeian penrmuSan kebiiakan dacrah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas fbrangkat Daerah,

pelaksanaan trmantanun dan evaluasi di bidang pcrundang-

undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Pasal 15

BaSian Hukum dalam melaksanakan tugas sebaggimana

dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi :

a. pcnyiapan ba.han peruuusan kebtjakan dacrah di bidang

pcrundanS-undangian, bantuan hukum serta dokumentasi

dan informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasisn perumusan kcbijaken

dacrsh di bidang perundang-undangan, bantuan hukum

scrta dokumentasi dan informasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksenaan tugag

Perangkat Daerah di bidang pcrundang-undangan,

banhran hukum serta dokumentasi dsn informasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluaai

di bidang perundang-undangEn, bantuan hukum serta

dokumentasi dan informasi; dan

e. pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Asistcn

Femerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan

dengan tugasRya.

Pasal 16

(l) Subbagian Perundang-Undangan dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mcmpu4rai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum

daerah;

o



b.

c,

melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk

hukum daerah;

menlapkan bahaa penjelasan Kepala Daerah dalam

proses penetapan Peraturan Daerah;

menyiapkan bahan aaalisa dan kajian produk hukum

daerah;

melaksanakan pembinaan pen5rusunan produk

hukum Daerah;

menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan

autentifikasi produk hukum daerah;

melaksanakan pema-ntauan dan evaluasi pelaksanaan

produk hukum daerah; da.rr

melaksanakan tugas l,ain yang diberikan Kepala

d.

s.

h.

Bagian Hukum sesuai dengan tugasnya.

(2) Subbagian Bantuan Hukum dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mempurtyai tugas:

a. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi

hukum dan pertimbangan hukum s€rta perlindungan

hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam

sengketa hukum baik di dalam maupun di luar
pengadilan;

melaksanakaa koordinasi dal fasilitasi kerjasama

dalam penanganan perkara hukum;

melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan

dan perlindungan Hak Asasi Marusia (HAM);

menyiapkan bahan penyrsunan pendapat hukum

llegal opiniod;

melaksanakan evaluasi dar peLaporan terhadap hasil

penangalan perkara sengketa hukum; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Bagiar Hukum sesuai dengan tugasnya.

d.

c'
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(3) SubbaAian Dokumentasi dan Informasi Hukum di pimpin

oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas:

a. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produl

hukum daerah dan peraturan perundang-undangal

lainnya;

b. menghimpun serta mengolah data dan informasi

hukum sebagai bahan dalam rangka p€mbentukan

kebijakan daerah;

c. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan

informasi hukum;

d. memberikan pelayanan administrasi informasi produk

hukum daerah;

e. meLaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi

produk hukum daerah maupun peraturan

perundang-undangan lainnya;

f. melalsalakan evaluasi dan pelaporan terhadap

dokumentasi dan informasi produk hukum daerah;

dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Bagian Hukum sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Pasal l7

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam penj rsunan kebijakan

daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi

pembangunan, pengadaan baralg dan jasa, sumber daya

alam serta mengoordinasikan pelaksaaaan tugas Perangkat

Daerahdalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian

dan pengembangan, statistik, perhubungan, komunikasi dan

informatika, pekef aan umum, pertanian, pertambanga-n,

energi, lingkungan hidup, koperasi, usaha kecil dan

menengah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan,

dan badsrr usaha daerah.

r l8
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Pasal 18

Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam

metraksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian kegiatal penyelenggaraan pemerintahan

mcliputi percncanaan pembangunan, pcnclitian dart

pengembangan, statistik, perhubungan, komunikasi dan

informatika, pekerjaan umum, pertanian, pertambangan,

energi, lingkungan hidup, koperasi, usaha kecil dan

menengah, penanaman modal, perindustrian,

perdagaagan, dan badan usaha daerah;

b. pengoordinasian penyusunan kebijalan daerah di bidang

perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber

daya alam;
c.

e.

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang perekonomian, administrasi pembangunan,

pengadaan barang dan jasa dar sumber daya alam;
penyusunan kebljakan daerah di bidang pengadaan

barang dan jasa;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebljal<art daerah

di bidang pengadaal barang dan jasa;

pemantauan dan evaluasi pelalsanaan kebljakan daerah

terksit pencapaian tujuan kebtakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian

tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi
pembangunan, dan sumber daya alam; dan
peLaksanaan fungsi tain yang ditetapkan Sekretaris Daerah

sesuai dengan tugasnya,

Paragraf I
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 19

Bagian Pcrckonomian darr Sumbcr Daya Alam dipimpin oleh

Kepala Baglan, mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian penrmusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksaaaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daers]r di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dart

distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasaa

ekonomi mikro kecil, dan sumber daya alam

l9
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Pasa.l 20

Bagian Perekonomial dan Sumber Daya Alam dalam

melaksanakan tugas sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 19,

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapal bahan pengoordinasian penrmusart kebijalart

daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,

pengendalian dan distribuei perekonomian, perencanaan

dan pengawasan ekonomi mikro kecil, dan sumber daya

alam;
p€nyrapan bahan pengoordinasian pelaksalaan tugas

Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,

pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan

dan pengawasan ekonomi milrro kecil, dan sumber daya

alam;

penyiapa-n bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebliakan daerah terkait pencapaian tujuan kebiiakar,

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang

pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi

mikro kecil, dan sumber daya alam

pelaksaaan fungsi Lain yang diberikar oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan

tugasnya.

b.

c.

d.

Pasal 21

(1) Subbagian Pcmbinaan BUMD dart BLUD dipimpin olch

K€pala Subbagiar, mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan

teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan

Badal Layanal Umum Daerah;

b. menyiapkan bahan pembinaan pengeloLaan Badan

Usaha Milik Daerah dan Badan l,ayanan Umum

Daerah;

F
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c. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian

kinerja Badan Usaha Mitik Daerah dan dan Badan

layanan Umum Daerah;

d. melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha

Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerahi dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai

dengan tugasnya.

(2) Subbagian Perekonomial dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mempunyai tugas :

a. menJrusun bahan dan data serta analisa

pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM,

perindustrian, dan perdagangan;

b. menJrusun bahan perumusnn kebiiakan

pengembangan pariwisats, koperasi, UMKM,

perindustrian, dan perdagangan;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

terhadap pelaksanaan kegiatan pengembaagan

pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan

perdagangan;

menJrusr.ur bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan

dan pedoman umum pengembalgan pariwisata,

koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;

melaksanakan pemantauan, evaluasi da.rt pelaPoran

pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM,

c.

d.

e.

perindustrian, dan perdagangan;

f. memfasilitasi dal pembinaan di bidang

pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM,

perindustrian, darl perdagangsn; dan

g. melalsanakan tugas lain yarlg diberikan Kepala

Bagian Besuai dengan tugas dal fungsinya.

(3) Subbagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala

Subbagian,mempunyai tugas :

a. meniruaun bahan dan data serta arralisa di bidang

pertanian, perkebunan, ketahanan pangan,

peternakan, perikanan, sumber daya alam dan

lingkungan hidup;
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b.

c.

d.

menlrusun bahan perumusan kebijakan di bidang

pertanian, perkebunan, ketahanan pangalr,

peternakan, perikanan, sumber daya alam dan

lingkungan hidup;

melaksanakaJr koordinasi dengan instanBi terkait

terhadap pelaksanaan kegiatan pertanian,

perkebunan, ketahanan pangan, petemaksn,

perikanan, sumber daya alam darl lingkungan hidup;

menjrusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan

dan pedoman umum kegiatan pertanian, perkebunan,

ketahanan pangan, peternakan, perikartan, sumber

daya alam dan lingkungan hidup;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta

pelaporaa di bidang pertanian, perkebunan,

ketahanan pangajl, petemakan, peril€nan, sumber

daya alam dan lingkungan hidup;

memfasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian,

perkebunan, dan ketahanan palgan, peternakan,

perikanan, dan lingkungan hidup;

memfasilitasi kegiatan di bidang pertsnian,

p€rkebunan, darr ketahanan pangan, petemakar,

perikaaan, dan lingkungan hidup; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai

dengan tugasnya.

Para$aI 2

Bagiar Administrasi Pembangunan

Pasal 22

e.

L

h.

Bagian Pembangunan dipimPin oleh Kepala Bagian,

mempunyai tugas meLaksanakan pengoordinasian

perumusan kebiiakan daerah, pengoordinasian pelaksaaaan

tugas Perangkat Daerah, pemantalan dan evaluasi

pelaksanaan keb,jakar daerah di bidang penlmsunan

program, pengendalian program, darr evaluasi dan pelaporan.

l.
I
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Pasal 23

Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanalan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22'

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapal bahan penSoordinasian perumusan kebijakan

daerah di bidang pen5meunan program, pengendalian

program dan evaluasi dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelalsanaan tugas

Perangkat Daeralt dibidang penyusunan program,

pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

c. penyiapan bahan pemaltauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijal<an daerah terkait pencaPaian tujuan kebijakan,

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang

penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi

dan pelaporan; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Perekonomian dan Pembangunan yang b€rkaitan dengan

tugasnya.

Pasal 24

(1) Subbagiar Penjrusunan Progmm dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mempr:nyai tugas :

a. menyusun dan mempersiapkan rencala kegiatan

pen,.usunan progftrm pembanguna-n daerah;

b. menyusun bahan kebljakan dalam rangka

mempe rsiapkan program pembanguna[ daers]r;

c. menlrusun pedoman, petunjuk tcknis dan petunjuk

pclaksanaan penyusunan program pembangunan

dacrah;

d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat,

provinsi dan kabupa.ten kota lain serta pihak swasta

dalam rangka penlruaunan sinergitas program

pembangunan daerah;

I
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(21

e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam

rangka pen,'usunan program pembangunan daerah;

f. melslsanakan penJrusunan program pembangunaa

dalam raagka mengembangkan akses pembangunan

daerah;
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pen1ruaunan

program pembangunan dalam rangka mengurangi

resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka

kelancaran program pembangunan daerah;

h. melakukan monitoring, evaluasi dal pelaporan

program pembangunan daerah; dan

i. melaksanaan tugas lain yarlg diberikan Kepala Bagian

Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugasn]ra.

Subbagial Pengendalian Program dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mempunyai tugas :

a. menlrusun rencana kegiatan pengendalian program

pembangunan;

b. menyusun bahan kebijakan pengendalian

pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah

maupun awasta agar pembangunan sesuai dengan

program pembangunan daerah;

c. menlrusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan pembangunan dalam rangka

pengendalian program pembangunan daerah;

d. melaksanakaa koordinasi dengan berbagai pihak

dalam rangka menguralgi tingkat resiko dan

kerugian akibat pelaksanaar program pembangunan

baik oleh pemerintah maupun swasta;

e, mengendalikan sinergitas program pembangunan

baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta; dan

f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka

pengendalian pela}sanaan program pembangunan.

h. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagiar

Administrasi Pembangunan sesuai dengan tugasnya.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mempunyai tugas:

a. menJrusun rencana monitoring dan pelaporan

program pembangunal daerah;

b. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaaa

program pembangunan daeralr;

(3)

24i

AtuI



c. menlrusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

program pembangunan daerah;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka

petraksanaan monitoring dan evaluasi program

pembangunan daerah;

mencatat, menlrusun rekomendasi dan

menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan

evaluasi program pembangunan daerah;

mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi

pelaksanaan program pembangunan daerah; dan

menlrusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai

bahan perumusan kebijalan program pembangunan

daerah.

melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian

Adminbtrasi Pembangunan sesuai dengan tugasnya.

ParaAraf 3

Bagian Pengadaan BaranS dan Jasa

Pasal 25

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala

Bagian, mempunyai tugas mel,aksqnakan penylapan

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di

bidang pengelotaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan

layanan pengadaan eecara elektronik, pembinaan dan

advokasi pengadaan barang dan jasa.

Pasal 26

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahal perumusan kebijakan daerah di bidang

p€ngeloLaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan

Layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan

advokasi pengadaan barang dan jasa;

d.

h.

I
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b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah dibidang pengelolaan pengadaan barang darr jasa,

pengelolaan liayanaJr pengadaan secara elektronik,

pembinaan dan advokasi pengadaa-n barang dan jasa;

penyiapan bahar pengoordinasian pelaksanaan tugaa

Persngkat Daera-h di bidalg pengelolaan pengadaan

barang dan jasa, pengeloLaan layalan pengadaan secara

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang

dan jasa;

penyiapaa bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang

dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang

dan jasa; dan
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asbten

Perekonomian dan Pembangunan yalg berkaitan dengan

tugasnya.

c.

e.

3

Pasal 27

(1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

dipimpin oleh Kepala Subbagia-n, mempun3rai tugas ;

a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan

barang/jasa;

b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;

c. melaksanakan pen,'usunan strategi pengadaan

barang/j asa;

d. melaksanakan penyiapan dart pengelolaan dokumen

pemilihal beserta dokumen pendukung lainnya dan

informasi yang dibutuhkar;
e. melaksanalan pemilihan penyedia barang/jasa;

f. melaksanakan penlrusunan dan pengelolaaa katalog

elektronik loka.l / sektoral;

g. membantu per€ncanaan dart pengelolaaa kontrak
pengadaan barang/jasa pemerintah;

h. memantau dan mengevaluasi pelal<sanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah; dan

i. melaksanakan tugas l,ain yang diberikan Kepala

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

sesuai dengaa tugas dan fungsinya.

I
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(21 Subbagial Pegelolaan Layanan Pengadaan secara

Elektronik dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai

tugas:

a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi

pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna

sistem pengadaan secara elektronik) dan

infrastruktumya;
b. mel,aksanakan peLayanan pengadaan bararg/jasa

pemerintah secara elektronik;

c, memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifrkasi

pengguna seluruh sistem informasi pengadaart

bamng/jasa;
d. mengidentilikasi kebutuhan pengembangan sistem

informasi;

e. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang

dibutuhkan oleh UKPBJ;

f, melaksanakan pelayanan informasi pengadaan

barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;

g. mengelola inJormasi kontrak;

h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil

pengadaar; dart

i. melaksaaalan tugas lain yang diberikan Kepala

Bagian Pengadaan Barang dall jasa sesuei bidsng

tugasnya.

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang

dan Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai

hrgas:

a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku

pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para

Pengelola Pengadaan Baralg/Jasa dan p€rsonel

UKPBJ;

melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan

pengadaan baraag/jasa;

melaksaaalan pembinaan hubungan dengan para

pemangku kepentingan;

melaksanakan pengelol,aaa dan pengukuran tingkat

(3)

3

c.

kematangan UKPBJ;

e. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;

f. melaksanakan pengelolaan personil UKPBJ;

r
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l.

melaksanakan pengembangan sistem insentif

personel UKPBJ;

memfasilitssi implementasi etandarisasi layanan

pengadaan secara elektronik;

melalsanakan pengelotaar dan pengukural kinerja

pengadaan barang/jasa pemerintah;

meLa-kssnakan bimbingan teknis, pendampingan,

dar/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa

pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi,

kabupaten/ kota, dan desa;

meLaksalakan bimbingan teknis, pendampingan,

dan/atau konsu.ltasi penggunaal seluruh sistem

informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara

lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, sikap;

melalsanakan layanan penJrelesaian sengketa

kontrak melalui mediasi; dan
pelaksanaan tugas lain yalg diberikan Kepala Bagian

Pengadaan Bara-ng dan Jasa sesuai dengan tugasnya.

l.

Bagian Keempat

Asisten Administrasi Umum

Pasal 28

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam penJrusunan kebijakan daerah,

pelaksanaan kebiiakan, melaksanakan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum,

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan

Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah 8erta

mengoordinasikan pel,aksalaan tugas Perangkat Daerah

dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

pengendalian penduduk, keluarga berencana, kepemudaan,

olah raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, sumber daya

manusia aparatur, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi,

hubungan antar lembaga dan masyarakat serta perumusan

kebijakan di bidang keuangan.

h.

e
m.

t
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Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da.lam

Pasal 28, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan

fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

meliputi pemberdayaal perempuan, perlindun8an ana},

pengendalian penduduk, keluarga berencana,

kepemudaan, olah raga, kebudayaal, pariwisata,

kepegawaial, sumber daya manusia aPa.ratur,

perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perumusan

kebijalal di bidang keuangan;

b. penlrusunan kebijakan daerah di bidang organisasi

Perangkat Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan

komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di

bidang kelembagaan organisasi perangkat daerah;

e. penyiapan petaksanaan pemantauan dan evaluasi di

bidang umum, organisasi perangkat daerah, protokol dan

komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan;

f. pemartauan dan evaluasi peLaksanaan kebliakan daerah

di bidang kelembagaan organisasi perangkat daerah;

g. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN

pada inst€nsi daerah; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Sekretaris Daerah

sesuai dengaa tugasnya.

Paragraf 1

Bagian Umum

Pasal 30

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan pel,aksanaan kebiiakan dan

pemantauan dan evaluasi di bidarg tata usaha pimpinan, staf

ahli dan kepegawaial, perlengkapan dan rumah tangga.

29
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Pasal 31

Bagian Umum dalam meLaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3o, menyelenggaralan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebllakan di bidang tata

usaha pimpinan, staf ahli dal kepegawaian, perlengkapan

dan rumah tangga;

b, penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan darr evaluasi

di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli darr kepegawaian,

perlengkapan dan rumah tangga; dan

c. pelaksanan fungsi lain yang diberikaa oleh Asisten

Administrasi Umum yalrg berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 32

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf AhU dan

Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian,

mempunyai tugas:

a. meLaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran

yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan,

kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris

Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;

b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang

pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi

kegiatar tata usaha umum, persuratan, kepegawaian

Sekretaris Daerah, Aaisten Sekretaris Daera-h, Staf

Ahli, dan rapat-rapat dinas;

c. melaksanakan pengeloLaan kearsipan;dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Bagian Umum sesuai dengannya.

(2) Subbagian Perlengkapan oleh Kepala Subbagian,

mempunyai tugas :

a. meLaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan

sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan

kantor di lingkup Sekretariat daerah;

b. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan

Kepata Daerah dan Sekretariat daerah;

30

I p,,



c.

d.

e.

melaksanakan kebiiaka-n pengelolaan, penggunaan,

pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas

Kepala Daerah dan Wakil serta Sekretariat daerah

serta kendaraan dinas operasional dan sewa

kendaraan;

meLaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana,

menjaga kebersihan dan pemeliharasn Rumah Dinas

Kepa.la Daerah dan Wakil serta Rumah Dinas

Sekretariat daerah;

melalsaaakan penlnapan sarana dart prasarana

untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah serta Sekret riat daerah;

melaksanakan tugas lain yang diberikar Kepala

Bagian Umum sesuai dengan tugasnya.

(3) Subbagian Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mempunyai tugas:

a, melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Daerah

darr Wakil KepaJa Daerah serta Sekretariat daerah;

b. metaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan,

makalan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah

Daerah, Tamu Pemerintah Daerah darl rapat-rapat;

dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Bagian Umum sesuai dengan tugasnya.

Psragraf 2

Bagian Organisasi

Pasal 33

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai

tugas melaksanakan pen)'rapan pemmusan kebljakan daerah,

pengoordinasian pemmusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daeralt,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daeral di

bidang kelembagaan dan analisis jabatal, pelayanan publik

dan tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi.

31
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Pasal 34

Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimalsud dalam Pasal 33, menyelenggaiakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebiiakan daerah di bida-ng

kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan

tata laks$ra serta kinerja dan reformasi birokrasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,

pelayanan publik darl tata Laksana serta kinerja dan

reformasi birokrasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelslsanaan tugas

Perargkat Daerah di bidang Kelembagaaa dan Analisis

Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata laksana serta Kinetja

dan Reformasi Birokrasi;

d. pen,'lapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang kclembagaan dan a.rtalieis

jabatan, pelayaaan publik dan tata laksana serta kinerja

dan reformasi birokrasi; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang bcrkaitan dengan tugasnya.

Pasal 35

(1) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan dipimpin

oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas:

a. menyiapkan ba&an pen]'usunan Struktur Organisasi

dan Tata Kerja (SOTK);

b. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan

fungsi jabatal organisasi Perangkat Daerah;

c. m€nJruaun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat

Daerah dan unit pelaksana teknis daerah;

d. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);

e. menl rsun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan

evaluasi jabatan;

f. meny.rsun kajian akademik terhadap usulan

penataan organisasi Perangkat Daerah;

fr
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g. menlrusun profil kelembagaan Perangkat Daerah; darl

h. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian

Organisasi seauai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Pelayanan Publik dan Tata laksana dipimpin

oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

a. menlrusun pedoman tata naskalt dinas, pakaian

dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur ke{a, dan

pola hubungan kerja;

b. menyiapkan bahan pembinaan se rta bimbingan

teknis di bidang ketat€lalsanaan dan pelayanan

publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah;

c, melaksanakan sosialisasi darr fasilitasi p€n3rusunan

Standar Petayanan Publik ;

d. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing

Perangkat Daerah;

e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi

pelayanan publik;

f. melaksaralan koordinasi dan fasilitasi inovasi

pelayanan publik; dan

g. melaksanaan tuSas Lain yang diberikan Kepala Bagian

Organisasi sesuai dengan tugaanya.

Subbagian Kinerja dan Refiormasi Birokrasi dipimpin oleh

Kepala Subbagian, memprmyai tugas;

a. mentrusun bahan kebijakan teknis Peningkatan

Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

b. menlrusun bahan l.aporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Kabupaten;

c. men3msun road map reformasi birokrasi;

d. melakukan fasilitasi peLaksanaan Sistem

Akuntabilitas Kinetja Instansi Pemerintah (SAKIP);

dan

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksalaan

kebljakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi

Bimlrasi.

c
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melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagien

Organisasi sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Passl 36

BaAian Protokol dan Komunikasi PimpinandiPimpin oleh

Kepala Bagian, mempunl,ai tugae melaksana*an PcnyiaPan

pelaksanaan kebijakan, pcngoordinasian pelaksanaan tugeg

Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebiiakan daerah di bidanA potokol, komunikasi pimpinan,

dan dokumenta8i.

Pasal 37

Bagian Protokol dan Komunikasi PimPinsn dalam

mcl,aksanakan tugas BcbagEirDana dimatsud ddsm Pasd 36,

menyelcnggarakan fungsi :

a. pcnyiapan bahan pclaksanaan kebliakan di bidang

protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

b. penyiapan bahan pcngmrdinasian Flaksanaan tuEag

Perangkat Dacrah di bidang protokol, komunikaei

pimpinan, den dokumcntasi;

c. pcnyiapan bal:an pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijal€n dacrah terkait protokol, komunikaei pimpinan,

dan dokumentasi; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberilran oleh AEiEten

AdEinistrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 38

(1) subbagian ttotokol dipimpin oleh IGpaIa Subbagian,

mempunyai tugas :

a. mel,aksanakan tata protokoler dalam rangka

penyambut n tamu pcmerintah daerah;

a
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b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi

keprotokoLan;

c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal

kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah

Daerah;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan

Kepala Daerah dan q/akil Kepala Daerah; dajl

f. melalsanalan tugas lain yang diberikaa Kepala

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai

dengan tugasnya,

(2) Subbagian Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mempunyai tugas :

a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait
pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;

b. memberi masukan kepada pimpinan daeralt tentang

penyampaian informasi tertentu;

c. memberikan informasi dan penjelaean kepada pihak-

pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atss

arahan pimpinan;

d. menghimpun dan mengolah informasi yang yang

bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan

Kepala Daerah dal Wakil Kepala Daerah;

e, menyiapkan dart menggandakan bahan materi rapat;

f. menyiapkan dan menggandakan bahan materi

kebiiakan;

g. menyusun naskah sambutan dan pidato Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Bagian Protokol daJr Komunikasi Pimpinan sesuai

dengan tugasnya.

(3) Subbagian Dokumentasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala

Subbagian, mempunyai tugas :

a. mendokumentasiksn kegiatan Kepala Daerah dan

Walil Kepala Daerah;

b. men5msun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah;

l
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memfasilitasi peliputan media terhadap lregiatan

Kepala Daerah dan q/akil Kepala Daeral; darl

metraksanakan tugas lain yang diberikan Kepala

Bagiar Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai

dengan tugasnya.

Paragraf 4

Bagian Perencanasn darr Keuangan

Pasal 39

Bagian Percncanaan dan Keuangan dipimpin olch Kcpala

Bagian, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan

pemantauan dan evaluasi pelal(sanaan kebijakan daerah di

bidang perencanaan, keuangan dan pelapora-n.

Pasal 40

Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan

tuSas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

daerah di bidang perencanaqn, keuangan dan pelaporan;

b. penyrapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan

peLaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah terkait pencap&ian tujuan kebijakan,

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang

mempengaruhi p€ncapaian tujuan kebijakan di bidang

perencanaan, keuangan dan peLaporan; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

Administrasi Umum yang bcrkaitan dengan tugasnya.

c.

d.

o
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Pasal 4l

(1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian,

mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penlrusunan perencanaan

Sekretariat daerah yang meliputi penyusunan

rencana strategis (Renstra), renca.na kinerja (Renja)

tahunan, dan Rcncana Kerja Anggaran (RKA);

b. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanakaan asistensi

dan verifikasi RKA, DPA, DPPA Perangkat Daerah;

c. menyuswr perjanjian kinelja Sekretariat daerah; dan

d. melaksanakan tugas l,ain yang diberikan Kepala

Bagian Perencanaaa dafl Keuangan sesuai dengan

tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan dipimpm oleh Kepala Subbagian,

mempunyai tugas:

a. melaksanakan penatausahaan keuangan Sekret€Jiat

daerah;

b. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah

pada Sekretariat daerah;

c. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi

keuangan dan anggaran dilingkungan Selsetariat

daerah;

d. melaksartal<an pembinaan dan fasilitasi anggaran di
lingkungan Selretariat daerah;

e. melaksanakan sistem pengendalian intem; dan

f. melaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian

Perencanaan dan Keuangan seeuai dengan tugasnya.

(3) Subbagian Pelaporan dipimpin oleh Kepal,a Subbagian,

mempunyai tugas:

a. menlruaun bahan Laporan Kinerja lnstansi
Pemerintah(LKjlP) Sekretariat daerah;

b. menlrusun bahan Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat

daerah;

c. menJrusun bahan laporan SPIP;

d. menlrusun bahan laporal keuangan Sekretariat

daerah; dan
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e. meLaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bagian

Perencanaan dan keuangan sesuai dengan tugasnya.

BAB IV

STAF AHLI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN DAN FUNGSI STAF AHLI

Pasal 42

(U Staf Ahli berkedudukan berada di bawah dan

bertanggunS jawab kepada Bupati dan secara

administratif dikoordinasikar oleh sekretaris Daerah.

(2) Staf Ahli Bupati sebagai unsur pembantu Bupati

dalam memberikan telaahan mengenai masalah

pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Tugas Staf Ahli pada ayat (1) di€ntaranya yaitu mewakili

Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi

keb[jakan di tingkat intemasional, nasional, provinsi

dan kabupaten dengan menyesuaikan kebutuhan dajt

kemampuan keuangan daerah.

(4) Sekretaris Daerah mengikutsertakan St J Ahli dalam

forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan

kebijakan umum dan rencana strategis daerah.

(5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu
Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhar dan peraturan

perundang-undangan yarrg berlaku.

(6)Penyediaan/penunjukkan Tenaga Ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara selektif dari

elemen masyarakat dan/atau akademisi sesuai dengan

keal iannya.

Pasal 43

Sta.f Ahli sebagaimana dimaksud pada pasal 42 terdiri dari :

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pembangunan; dan

c. Staf Ahli Bidalg Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia.

1
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Bagian Kedua

TATA HUBUNGAN KER.JA STAF AHLI

Pasal 44

Penyelenggaraan tugas Staf Ahli dilakukan melalui

hubungan kerja yang meliputi konsultatif, kolegial,

fungsional, struktural dan koordinatif dengan

memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan

profesional.

Staf Ahli diikutsertakan didalam perumusan kebliakan dan

memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis

kepada perangkat daerah terkait pemmuaan kebijakan

daerah yang menjadi tugas dan kewenangannya.

Staf Ahli memperoleh data dan informasi dari perangkat

daerah di dalam penlrusunan tel,a.ahan staf,

Staf Ahli melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang

KepaLa Perangkat Daerah untuk mendapatkan informasi

sebagai bahan analisis kebijakaa daerah.

Bagian Ketiga

TUGAS STAF AHLI

staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Pasal 45

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimala dimaksud dalam

pasal 43 huruf a, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan

Politik mempunyai tugas baik diminta dan/atau tidak diminta

memberikan saran, masukan, pertimbangan, telaahart dan

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada

Bupati untuk pengambilan dan pelaksa-naan kebljakan di

bidang pemerintahan, hukum da-n politik dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah, yang meliputi :

a. pengembangan serta peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan umum dan otonomi daerah;

b. administrasi pemerintahan daerah dan adrninistrasi umum;

(3)

(4)
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c. kerjasama antsr daerah, nasional dan intemasional;

d. pertanahan / keagariaan dan batas wilayah;

e. administrasi kependudukan dan catatan sipil;

f. ketentraman dan ketertibal;
g. penyelenggaraan pelayanaa publik;

h. kelembagaan dan keinspektoratan;

i. pembinaan pedagarg kaki lima;

j. pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan polisi pamong

praja;

k. hukum dan peraturan perundang-undangan;

l. penegakan hukum dan masalah hak asasi manusia;

m. penyelesaian sengketa pemerintah daerah;

n. hubungar antar lembaga dan politik serta pendidikan poiitik;

o. pemerintahan kecajnatan, deaa dan kelurahan; dan

p. pembinaan kehidupan berbangsa dab bemegara dan

perlindungan masyarakat.

Pasal 46

Dalam melalsanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam

pasal 43 huruf a, Sta.f Ahti Bidang Pemerintahan, Hukum dan

Politik melakukan laagkah-langkah sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahar dan data-data terkait dengan

perkembangan situasi pemerintahan, hukum dan politik

sebagai bahan telaahan;

b. melakukan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di

masy€-rakat terkait dengan dinamika da-n perkembangan di

bidang pemerintahan, hukum dan politik;

c. melakukan telaahan dan analisa terhadap dampak yang

ditimbulkan oleh dinamika perkembangan pemerintahan,

hukum dan politik yang berpengaruh terhadap

pcnyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

d. menlrusun konsep pemikiran teLaahan bidang pemerintahan,

hukum dal politik untuk disampaikan kepada Bupati

sebagai bahaa pertimbangan kebijakan yang perlu diambil

dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
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Bagian ketiga

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembalgunan

Pasal 47

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan da-n Pembangunan

mempunyai tugas mempunyai tugas baik diminta dan/atau

tidak diminta memberikal saran, masukan, pertimbangan,

telaahan dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu

straGgis kepada Bupati untuk pengambilan dan pelaksanaan

kebijakar di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

daLam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang meliputi :

a. pengembangan potensi ekonomi daerah;

b. perekonomian, penanaman modal dal pelayanan terpadu;

c. peningkatan s€ktor perindustrian, perdagangan dan jasa;

d. kercnagakerjaan, koperasi dan UMKM;

e. pertanian dan ketahanan pangan;

f. pengelolaan pajak, retribusi dal pendapatan daerah;

g, pengelolaan keuangan daera}t dan aset daerah;

h. perumahan ralgrat dan kawasan permukimal;

i. BUMD dan BLUD;

j. perencanaan dan pembangunan daerah;

k. pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten;

l. pengembangan prasarana dan sarana fisik kabupaten;

m. pengembanga-n transportasi p€rhubungan; dan

n. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 48

Dalam melalsanalan tugas Bebagaimana dimaksud dalam pasal

43 huruf b, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan

Pemba-ngunan melakukan langkah-laagkah sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan dan data-data terkait dengan

perkembangan situasi ekonomi, keualgan dan
pembangunan sebagai bahan telaahan;

b. melakukan monitoring situasi dan kondisi yang tedadi di

masyarakat terkait dengan dinamika dan perkembangan di
bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
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c. melakukan telaahan dan analisa terhadap dampalt yang

ditimbulkan oleh dinamika perkembangaa ekonomi,

keuangan dan pembangunan yang berpengaruh terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

d. menyusun konsep pemikiran telaahan bidang ekonomi,

keuangan dan pembangunan untuk disampaikan kepada

Bupati sebagai bahan pertimbangan kebijakan yang perlu

diambil dan dilaksanakaa oleh pemerintah daerah.

Bagian keempat

Staf Ahli Bidang Kemasyarakata.n dan Sumber Daya Manusia

Pasal 49

St€f Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manueia

mempunyai tugas mempunyai tugas baik diminta dan/atau
tidak diminta memberikan saran, masukan, pertimbangan,

t€liaahan dan memberikan rekomendasi terhadap isu-isu
strategis kepada Bupati untuk pengambilan dan pelaksanaan

kebljakan di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang

meliputi :

a. penyelenggaraan pendidikan;

b. penyelenggaraan kesehatan;

c. kepegawaian dan pengembalgan sumberdaya manusia;

d. kearsipan dan perpustakaar;

e, sosial, keagamaal dan kesejahteraan ralryat;

f. kepemudaan dan olahraga;
g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi;

h. penanggulartgan kebakaran dan bencana;

i. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

j. pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan

anak;

k. pengembangan potensi budaya daerah Kabupaten Musi

Rawas;

l. pengembangan kepari\risataar, ekoaomi kreatif dan

infrastruktur kepariwisataan;

m. humas dan keprotokolan;

n. tata laksana dan pendayagunaan aparatur.
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Pasal 50

Dalam melaksanakan tugaa sebagaimana dimaksud dalam pasal

43 huruf c, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya

Manusia melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan dan data-data terkait dengan

perkembangan situasi kemasyarakatan dan sumber daya

manusia sebagai bahan telaahan;

b. melakukan monitoring situasi dan kondisi yang terjadi di

masyarakat terkait dengan dinamika dan perkembangan di
bidang kemasyarakatan dan sumber daya tnanusia;

c. melakuka-n telaahan dan analisa terhadap dampal yang

ditimbulkan oleh dinamika perkembangan kemasyarakatan

dan sumber daya manusia yang brpengaruh terhadap

penyelenggaraan peme rintahan daerah; dan

d. men;rusun konsep pemikiran teLaahan kemasyarakatan dan

sumber daya manusia untuk disampaikan kepada Bupati

sebagai bahan pertimbangan kebljakan yang perlu diambil

dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

BAE} V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAI

(1)

(2t

(3)

(4)

(s)

Pasal 51

Kelompok Jabatar Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai

dengan keahlia,n dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumla}

tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangal.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

JuII ah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan

kebutuhan dan bebaa ke{a.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI

TATA KER.'A

Pagal 52

Dalam mel,akesnaksn tugasnya, pimpina-n satuan orgarfsasi

dan unit organisasi serta kelompok jabatan flmgsional wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkonisasi

baik dalam tlngtungan masing-masing maupun antar satuan

organisasi di lingkungan Dinas scrta dengan instansi lain di

luar Dinas eesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 53

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mcngawasi

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Sctiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan

kerja bertanggungiawab memimfin dan mengoordinaaikan

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan

serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 55

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan

mem-atuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungiawab kepada

atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala

tepat pada wa.lfimya.

Pasal 56

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi

dsri bawahan, wajib diolah dan dipergunalcan sebagai bahan

unhrk lrnSmsunan laporan lebih lanjut dafl untuk
memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
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Pasal 57

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepa.da atasan

tembusan laporan wajib disampailcn pula kepada unit
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja.

Pasd 58

Dalam melalsanakan h4asnya setiap pimpinan organisasi

dibantu oleh kepala satuar organisasi di bawahnya dan dalam

rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-m$ing

wajib mengadakan rapat berkal,a.

Pasal 59

$sricp pimpinan satuan olBanisasi wajib mengawaai

bawahannya masing-5asing, menSoordinasikan bawahannya

dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan

akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlsku.

Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan

mematuhi pehmjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada

atasan masing-masing serta menyampa.ikan laporan secara

berjenjang.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasd 61

(1) Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala BaAian dan

Ihsubbag diangkat dan diberhentikan oleh Bupa.ti sceuai

dengan ketentuan Peraturan Ferundang-Undangan.
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(3)

(4)

(s)

(6)

Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama setingkat esclon ILa.

Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

s€tingkat eselon II.b.

Asisten merupakan Jabatan Pimpinan Ttngi
Pratamas€tingkat es€lon ll.b.
Kepa-la Bagisn Jabatan Adminbtrator
setingkat eselon III.a-

Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengewas

setingkat eselon IV.a,

BAB VIII
KETEI,ITUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pejabat pada Sclcetafiat Daerah yang telah menjalankan

h:gas t€tap melaksanakan tugasnya ssmpai dengan

dilantiknya pejabat yang baru.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2Ol7 trntane Susunan

Organiaasi, 'I\gas dan Fungsi Sckretariat Daerah

I(abupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupatcn Musi
Rawas Tahun 2017 Nomor l3);

2. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2Ol7 tentang

Kedudukan, Funpi dan Tugae Serta Tata lcrja Staf Ahli

Bupati Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahr.m 2017 Nomor l4);
3. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan ataB Peraturan Bupati Nomor l3 Tahun 2017

tentang Suaunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Sekr€tariat Daerah Kabupat€n Musi Rawas (Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 16).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 64

FeratEan Bupa.ti ini mutrai bcrlaku pada tangal
diundangkan.

AgBr setiap orang mengetahuinya mcmcrintahkan

Feraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Bcrita Dacrah Kabupeten Musi Rawas.

Ditetapkan di Musra Bcliti

peda tanggal,rg Pol€M6EP 2019

KABUPATEI{ MUSI

PRISKODESII

Dirmdanglan di Muara Beliti

pada tanggal,r, Povglri8*,F 2019

SEXRETARIS DAERAH

RAWAS,

BERITA DAEMH IqBUPATEN MUSI RAWAS TAHT,,N 2019 NOMORIPI
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